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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 182); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320); 

9... 
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236). 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER 

APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA 

MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAJALENGKA 

 

KESATU : Menetapkan  nama – nama di bawah ini : 

1. Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang 

Jabatan 

Sebagai 

: 

: 

: 

: 

: 

NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 

19781229 200912 2 002 

Penata / III/c 

Plt. Kepala Sub Bagian Umum 

Approval 

 

2. Nama 

NIP 

Pangkat / Gol. Ruang 

Jabatan 

 

Sebagai 

: 

: 

: 

: 

 

: 

LANI LIDIAWATY, A.Md. 

19791105 200811 2 001 

Penata Muda / III/a 

Penyusun Bahan Pembinaan 

Kepegawaian 

Verifikator 
 

   

KEDUA : Penunjukan nama-nama Approval dan Verifikator 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tetap berlaku 

melewati tahun anggaran sepanjang tidak dilakukan 

perubahan terhadap Keputusan ini.  

 

KETIGA ... 

 






